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(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Pasal 51

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pemeriksaan
Formulir UKL-UPL

Pasal 52

(1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha
dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuktikani dengan konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat
diperiksa dan dikenibalikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 53 . ..
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Pasal 33

Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan

penyediaan data dan informasi berupa:

a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan/atau

b. Persetujuan Teknis.

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan

lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang

perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta

berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem,

dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.

Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lebih dari 1
(satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-
UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1
(satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 54

Aparatur sipil negara yang Tbekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi  perangkat dacrah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
penyusun UKL-UPL.

Dalam hal instansi Lingkungan Hidup Pusat, organisasi
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
provinsi, atau organisasi perangkat daerah vang
membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota
bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menjadi penvusun UKL-UPL bagi
instansinya masing-masing.

Pasal 55

Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL menyusun Formulir UKL-UPL standar
spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Kementenan . .
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Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL
standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkoordinasi dengan Menteri.

Mentert memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
dalam sistern informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 56

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam
sistem  informasi dokumen  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).

Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum
tersedia dalam sistern informasi dokumen Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayati (1), pengisian
Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format Formulir
UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (5).

Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dJalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohionan pemeriksaan Formulir UKIL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telab diisi
kepada:

a.

Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetuiuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;

2. Dberlokasi di lintas provinei; dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua
belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas;

gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan vang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
provinsi;

2. berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota vang
berada dalam 1 (satu) provinsi: dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 idua
belas) mil dar1 garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan;

bupati/wali kota, untuk Usaha danjatau Kegiatan
yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang
telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melaiui:

a.

sistern  Perizinan Berusaha terintegrasi secara
eiektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau

sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam
hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
merupakan Instans: Pemerintah.

Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengar. Persetujuan Teknis.

(4) Persetujuan . . .
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Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau

d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:

a. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah rendah;

b. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah tinggi;

c. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko tinggi; dan

d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah.

Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan
tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup.

Pasal 58

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi
melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup
terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar untuk: :

a. usaha dengan tingkat risikc menengah rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
a;

b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
b;

c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c¢; atau

d. kegiatan . . .
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d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
d.

Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang;

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dany/atau
Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis; dan

kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman
pengisian.

Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar:

a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan
substansi; atau

b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 59

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar.

Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar  spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur
atau bupati/wali kota.

Pasal 60 . ..
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Pasal 60

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

Berdssarkan pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:

a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; atau

b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

Pasal 61

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan
untuk:

a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf b;

b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau

c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf d.

Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh:

a. Menteri dengan menugaskan pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; atau

b. gubernur . . .
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b. gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan
kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan
dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana
Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan
Hidup yang terjadi.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan
melibatkan:

a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan;

b. instansi penerbit Persetujuan Teknis bagi
pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai
dampak lalu lintas; dan/atau

c. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara
dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 62

Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir
UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) tidak terdapat perbaikarn, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) perlu dilakukan perbaikan, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai’ dengan kewenangannya
menyampatkan arahan perbaikan kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan
kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan
perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar.

Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan persetuyjuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir
UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Dalam hal:

a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah
melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan,

permohonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan
ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilakukan oleh:

a. pejabat . . .
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pejabat vang mermbidangi Amdal, UKL-UPL, dan
SPPL yang ditugaskan oleh Menter1, untuk U<aha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan
kewenangan Menteri;

b. kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup provinsi, untuk Usaha dan/atau
Kegiatun  wajib  UKL-UPL yang merupakan
kewenangan gubernur; ataa

c. kepaia perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan
kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 63

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit inemuat:

a.

dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa
rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL -UPL standar:

identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
meliputi:

1. naina Usaha dan/atau Kegiatan;
2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;

3. nama dan jabatan penanggung jawab Uszaha
dan/atau Kegiatan;

4. alamart kantor; dan
5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;

deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
vang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun
kegiatan pendukung sesvar dengan Persetujuan Teknis
yang diterbitkan oleh instansi vang berwenang
menerbitkan Persctujuan Teknis;

d. Persetujuan . . .
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Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:

1.

3.

standar teknis pemenunan baku muatu Lingkungan
Hidup, Pengelclaan Limbah B3, dan/atai analisis
meigenai dampak lalu lintas;

standar kompeten:si sumber daya manusia tcrkait
baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah
B3, dan analisis mengenai dampak laiu lintas; dan

sistem manajemen lingkungan;

persyararan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatar untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan
Teknis sebelum heroperasinya instalasi dan/atau fasilitas
yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;

kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
antara lain:

1.

memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan dalam matrik UKL-UPL;

memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO
diterbitkan;

menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan
kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian
pengelolaan dan pemaritauan lingkungan dalam
matrik UKL-UPL;

mengajukan permohonant perubahan Persetujuan
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan
perubahan Usaha dan/atau Kegiatannva; dan
kewajiban lain yang Jitetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupaii/wali kota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan kepentingan
Perlindungen dau Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 64 . ..
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Pasal 64

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha artau
Persetujuan Pemerintah.

Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuar
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengisian SPPL

Pasal 65

SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bagi
kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar
penerbitan Persetujuan Pemerintah.

Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian fidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 66
Pengintegrasian SPPL ke dalamn nomor induk berusahsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan
melalui sistem Periziniwn Berusaba terintegrasi secara
elektronik.

(2) Pengisian . . .
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Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:

a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki
konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan; dan

c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir
SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi
oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Penyusun Amdal

Pasal 67

Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun
Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan.

Tim penyusun Amdal sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) dapat berasal dari:

a. perorangan; atau
b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

Tim penyusun Amdal sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) terdiri atas: 5

a. ketua; dan

b. anggota.

(4) Ketua . . .



